
Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820L

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Menimbang: a. bahwa belanja pegawai pada belanja langsurig dalam Pasal
51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dipergunakan
untuk pengeluaran honorarium Zupah dalam
melaksanakan program dan kegiatan pernerintahan
daerah;

b. bahwa dalam rangka pernberian honorarium diperlukan
Penetapan Besaran Honorarium di Luar Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
tentang Penetapan Nama Tim Dengan Honorarium di Luar
Standar Biaya Masukan 'rabun Anggaran 2018.

WALIKOTA BANJARMASIN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENETAPAN NAMA TIM DENGAN HONORARIUM DI LUAR
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5G TAHUN 2018

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia TahW1. 2003
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik fndonesia
Nornor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 ten tang
Perbendaharaan. Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Ondang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan
Pengelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan Negara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4400);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor l26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234');

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Q14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5'587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Uridang Nomor 9
Tahun 2.015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor
58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tarn bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah
[Lernbaran Negara Republik Iridoriesia Talrun 2006 Nornor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 13 Ta:hun 20.06 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun
2011 Nomor 31'0);



Nama Tim yang rnendapat besaran honorarium di luar Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
1. Tim Manajernen Bantuan Operasional Sekolah Kota

Banjarmasin Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Kota
Banjarrnasin.

2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

Pasal2

Penetapan Nama Tim Yang Mendapat Besaran Honorarium,
eli Luar Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

BAB II

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD· adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
yang masa berlakunya dari tanggal 1 .Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

2. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 adalah satuan
biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan
untuk menghasilkan biaya kornponen keluaran dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pernerintah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2018.

3. Honorarium adalah irnbalan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dirnaksud dengan :

Pasal 1

BABl
KETENTUAN UMUM

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPANNAMA
TIM DENGAN HONORARJUM OL LVAR STANDAR BIAYA
MASUKANTAHUNANGGARAN 2018.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nom.or 3 Tahun 2014
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 'rabun 2014 Nomor 3.);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nemer 2036),;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 'Tahun 2017
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
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~ ~H. GAZI·AKHMADI

't B~RI1'A DAERAH ROTA BANJARMASIN TAHUN'2018 NOMOR

~-".--= .........-~
-si

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 tlktooer ~OHj
Pili. SEKRETAR1SDAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. IBNU .sINA.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal lr ,)ktoDel' .:..L118
WALfKOTA BANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerin tahkan
pengundangan, Peraturan Walikota ini dengan. penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Walikota inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa14

BABIII
KETENTUAN PENUTIJP

Besaran honorarium tim sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2
akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota dan Zatau
Peraturan Walikota.

Pasal3

3. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Banjarrnasin.

4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik KotaBanjarmasin.

5. Forum Kerukunan Urnat .Beragama (FKUB) pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

6. Forum Pernbauran Kebangsaan (FPK)pada Badan Kesatuan
Bangsa dan PolitikKota Banjarmasin.

7. Tim Penyusunan KUAdan .PPASTahun Anggaran 2019 pada
Badan Keuangan Daerah Rota Banjarrnasin.

8. Tim Penyusunan Rancangan APBD Tah.un Anggaran 2.019
pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

9. Tim Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun
Anggaran 2018 .. pacta Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin,

19.Tim Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun
Arrggaran 2018. pada Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin.

11. Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota
Banjarmasin.


